PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

BESARAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT)

PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

{Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 19/SEQJK.05/2015, tanggal 30 Juni 2015)

OTORITAS JASA KEUANGAN,
Yth.
Direksi Perusahaan Pembiayaan
di tempat.

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal
17 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5638), perlu
untuk mengatur mengenai perubahan besaran uang
muka {(down payment) pembiayaan kendaraan pem-
: biayaan kendaraan pembiayaan kendaraan pembiay-
| aan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan
dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai
berikut:
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

.int yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang dan/atau jasa.

2. Pembiayéan Investasi adalah pembiayaan un-
tuk pengadaan barang-barang modal beserta
jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/
investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi
atau relokasi tempat usaha/investasi yang di-
berikan kepada debitur dalam jangka waktu
lebih dari 2 (dua) tahun.

3. Pembiayaan Muitiguna adalah pembiayaan
untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang

. Debitur

. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Ang-

suran adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang
dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau
jasa dengan pembayaran secara angsuran. :

. Uang Muka (Down Payment/ Pembiayaan

Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di
muka atau uang muka secara tunai yang sum-
ber dananya berasal dari debitur (self financ-
ing} dalam rangka pengadaan kendaraan ber-
motor dengan menggunakan cara Pembelian
Dengan Pembayaran Secara Angsuran.
adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menerima pembiayaan
pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusa-
haan Pembiayaan.

. Kualitas Piutang Pembiayaan Bermasalah (Non

Performing Financing) yang selanjutnya dis-
ingkat NPF adalah piutang pembiayaan yang
terdiri’atas piutang pembiayaan dengan kuali-
tas kurang lancar, diragukan, dan macet un-
tuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan
cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara
Angsuran, dengan tidak memperhitungkan
cadangan penyisihan penghapusan piutang
pembiayaan.

. Rasio Kualitas Piutang Pembiayaan Berma-

salah (Non Performing Financing) yang selan-
jutnya disebut Rasio NPF adalah perbandingan
antara NPF dengan total piutang pembiayaan
untuk kendaraan bermotor dengan cara Pem-
belian Dengan Pembayaran Secara Angsuran.

EESARAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT)
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTQOR BAGI
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Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai ni-

diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/ il
konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha
{aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang
diperjanjikan. 1.
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lai Rasio NPF lebih rendah atau sama dengan
5% (lima persen) wajib menerapkan wajib
menerapkan wajib menerapkan wajib mener-
apkan ketentuan besaran Uang Muka (Down
Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor 2.
kepada Debitur sebagai berikut :

a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau
tiga, paling rendah 15% (lima belas persen)
dari harga jual kendaraan yang bersangku-
tan;

b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau
lebih yang digunakan untuk Pembiayaan
Investasi (tujuan produktif), paling rendah
15% (lima belas persen) dari harga jual
kendaraan yang bersangkutan; atau

¢. bagi kendaraan bermotor roda empat atau
lebih yang digunakan untuk Pembiayaan
Multiguna {tujuan non-produktif), paling
rendah 20% {dua puluh persen) dari harga
jual kendaraan yang bersangkutan.

2. Perusahaan Pembiayaan Pembiayaan yang
mempunyai nilai Rasio NPF lebih tinggi dari
5% (lima persen) wajib menerapkan ketentu-
an wajib menerapkan ketentuan waijib mener-
apkan ketentuan wajib menerapkan ketentuan
besaran Uang Muka (Down Payment) Pembi-
ayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur
sebagai berikut :

a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau
tiga, paling rendah 20% (dua puluh persen)
dari harga jual kendaraan yang bersangku-
tan; _

b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau
lebih yang digunakan untuk Pembiayaan
Investasi (tujuan produktif), paling rendah
20% (dua puluh persen) dari harga jual
kendaraan yang bersangkutan; atau

¢. bagi kendaraan bermotor roda empat atau
lebih yang digunakan untuk Pembiayaan
Multiguna (tujuan non-produktif), paling
rendah 25% (dua puluh lima persen) dari
harga jual kendaraan yang bersangkutan.

JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN BESARAN
UANG MUKA (DOWN PAYMENT PAYMENT)
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PEM-
BIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PEMBIAY-

PEMERINTAH _

ment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor se-
bagaimana dimaksud dalam angka romawi |l
dihitung berdasarkan laporan builanan per 30
Juni dan 31 Desember.

Penerapan besaran Uang Muka {Down Pay-
ment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor seb-
agaimana dimaksud pada butir 1 mulai berlaku
pada tanggal 1 Agustus atau 1 Februari untuk
jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.
Contoh:

Apabila laporan bulanan Perusahaan
Pembiayaan per 30 Juni 2015 memiliki nilai
Rasio NPF lebih tinggi dari 5% {(lima pers-
en), maka Perusahaan Pembiayaan tersebut
menerapkan ketentuan besaran Uang Muka
(Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Ber-
motor sebagaimana dimaksud dalam angka
romawi |l butir 2. Penerapan besaran Uang
Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendara-
an Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal
1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Januari
2016.

Apabila laporan bulanan Perusahaan
Pembiayaan per 31 Desember 2015 nilai
Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan dimak-
sud masih lebih tinggi dari 5% (lima persen},
maka Perusahaan Pembiayaan tersebut tetap
menerapkan ketentuan besaran Uang Muka
{Down Payment} Pembiayaan Kendaraan Ber-
motor sebagaimana dimaksud dalam angka
romawi |l butir 2. Penerapan besaran Uang
Muka (Down Payment} Pembiayaan Kendara-
an Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal
1 Februari 2016 sampai dengan 31 Juli 2016.

Apabila laporan bulanan Perusahaan
Pembiayaan per 30 Juni 2016 nilai rasio NPF
Perusahaan Pembiayaan dirmaksud sudah leb-
ih rendah dari 5% {lima persen}, maka Perusa-
haan Pembiayaan tersebut dapat menerapkan
ketentuan besaran Uang Muka (Down Pay-
ment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor se-
bagaimana dimaksud dalam angka romawi |l
butir 1. Penerapan besaran Uang Muka {Down
Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus
2016 sampai dengan 31 Januari 2017.

AAN KENDARAAN BERMOTOR PEMBIAYAAN IV, TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN UANG
KENDARAAN BERMOTOR PEMBIAYAAN KEND- MUKA (DOWN PAYMENT) PEMBIAYAAN KEND-
ARAAN BERMOTOR ARAAN BERMOTOR

1. Penerapan besaran Uang Muka (Down Pay- 1.

Perhitungan besaran Uang Muka (Down Pay-
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ment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor di-
lakukan terhadap harga jual kendaraan setelah
dikurangi potongan harga (discount) dan po-
tengan lainnya.

Contoh:

Harga motor: Rp10.000.000,00

Potongan harga {discount) dan potongan lain-
nya yang diberikan: Rp500.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 -
Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Uang Muka (Down .Payment) Pembiayaan
Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan
dan dibayar tunai sekaligus adalah 15% x
Rp8.500.000,00 = Rp1.425.000,00

- Perhitungan besaran Uang Muka (Down Pay-

ment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor seb-
agaimana dimaksud pada butir 1 tidak terma-
suk angsuran pertama, biaya survei,’ provisi,
asuransi, penjaminan, fidusia, notaris, atau
biaya lainnya.

Contoh 1 (biaya asuransi, penjaminan, atau
biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debi-
tur):

Harga motor: Rp10.000.000,00

Potongan harga (discount) dan potongan lain-
nya yang diberikan: Rp500.000,00

Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lain-
nya yang dibayarkan oleh Debitur secara tu-
nai: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp1€.000.000,00 -
Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan
Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan

. dan dibayar tunai sekaligus adalah 15% x

Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00

Biaya yang dibayar oleh Debitur secara tunai
sekaligus (biaya asuransi, penjaminan, atau
biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debi-
tur} = uang muka (Rp1.425.000,00) + bi-
aya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya
{(Rp1.000.000,00) = Rp2.425.000,00

Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembi-
ayaan kepada Debitur = harga jual kend-
araan  (Rp9.500.000,00) - uang muka
(Rp1.425.000,00) = Rp8.075.000,00
Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan, atau
biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran)
oleh Debitur):

Harga motor: Rp10.000.000,00

Potongan harga (discount) dan potongan lain-
nya yang diberikan: Rp500.000,00

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

V.

Vi,

Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lain-
nya: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 -
Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Uang Muka (Down Payment) Pembiay-
aan Kendaraan Bermotor yang Harus dike-
nakan adalah 15% x Rp9.500.0000,00 =
Rp1.425.000,00

Biaya yang dibayar oleh Debitur bila biaya
asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak
bayar tunai oleh Debitur atau dibayar secara
angsuran = uang muka (Rp1.425.000,00)
Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiay-
aan kepada Debitur = biaya asuransi, pen-
jaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00)
+ harga pembiayaan kendaraan bermotor
{Rp8.075.000,00) = Rp9.075.000,00

PENEGAKAN KEPATUHAN DAN SANKSI

Perusahaan Pembiayaan yang tidak me-
menuhi ketentuan besaran Uang Mulia (Down
Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor se-
bagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otori-
tas Jasa Keuangan ini dikenakan ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal
63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomar 29/
POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan.

PENUTUP -

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggail ditetap-
kan. .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan ini dengan penempatannya dziam Beri-
ta Negara Republik Indgnesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 20156

(EPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,

DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.
FIRDAUS DJAELANI

(BN )
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